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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LD. 6  2009 
R 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 

NOMOR  6 TAHUN    2009 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2008 
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

DINAS DAERAH KABUPATEN GARUT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI GARUT, 

  
Menimbang  : a.  bahwa sehubungan dibentuknya Badan Pelaksana 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 
maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi  Dinas Daerah Kabupaten Garut perlu 
dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.  
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor   43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan     Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3547); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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12. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 
Nomor 22); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten 
Garut Tahun 2008 Nomor 27). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

dan  

B U P A T I  G A R U T 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2008 
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 
ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN GARUT. 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 
Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38), 
diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 
Pasal 22 

(1) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Subbagian Umum; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Penatagunaan dan Rehabilitasi Hutan, membawahkan : 

1. Seksi Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;  

2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan 

3. Seksi Pembenihan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. 

d. Bidang Pemanfaatan dan Usaha Hasil Hutan, membawahkan : 

1. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan; 

2. Seksi Pengembangan Usaha Hasil Hutan; dan 

3. Seksi Pemanfaatan Kawasan dan Jasa Lingkungan. 

e. Bidang Pengamanan,  membawahkan : 

1. Seksi Pengamanan dan Pengawasan; 

2. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan  

3. Seksi Perlindungan Hutan dan Lahan. 

f. UPTD; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal  II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut. 

 
 
 Ditetapkan di Garut 

 pada tanggal 7 Juli 2009 
B U P A T I    G A R U T,  
 
 
      t t d 
 
 
     ACENG H. M. FIKRI  
 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal  10 Juli 2009 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 
                              INSPEKTUR  
 
 
         t t d 
 
 
                      I M A N   A L I R A H M A N 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN  2009  NOMOR  6 
 


